
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.502, 2019 KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan 

Penyeberangan. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR PM 35 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG  

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 

69, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 110, Pasal 201, dan Pasal 

206 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 

2010 tentang Angkutan di Perairan telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;  

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan 

pelayanan angkutan penyeberangan, perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesian Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

412); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1412) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan 

perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

diberikan subsidi atau kompensasi.  

(2) Pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

perusahaan Angkutan Penyeberangan atas dasar: 

a. penugasan oleh pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah yang sepenuhnya 

dibebankan pada anggaran pemerintah baik 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; atau 

b. ditetapkannya lintas penyeberangan selain 

lintas penyeberangan perintis yang secara 

komersial belum menguntungkan atau belum 

mencapai nilai keekonomian. 

(3) Pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui 

kontrak tahun jamak. 
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2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Formula perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Tarif angkutan penumpang kelas nonekonomi 

ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan tarif 

dasar, jarak, dan pelayanan tambahan. 

(3) Standar pelayanan nonekonomi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

 

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 32 

(1) Untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah 

ditetapkan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan 

harus memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal 

Angkutan Penyeberangan. 

(2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan 

Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a. surat izin usaha angkutan penyeberangan; 

b. persetujuan pendahuluan pengadaan kapal 

sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha 

yang belum memiliki kapal; 

c. surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan 

kapal yang permanen atau sementara; 

d. lintas yang dilayani; 

e. spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 

dan pemenuhan standar pelayanan minimal 

angkutan penyeberangan; dan 

f. bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta). 
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